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WKOMISE PEMILIAN UM

PERATURAN KOMISI PEMILIMAIN UMU v,
NOMOR ; 12 TAHUN 20)7

TENTANG

PERUUBAITAN ATAS KEPUTUSAN KOMISTPENMILIMAN UMM NOMOR 677

TATIUN 2003 TENTANG TATA KERJTA KOMIS] PEMILLA
KOMISI PEMILIFAN UMUNM PROVINSI, DAN KOMIST Plild
KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA TELATE DIUD AT
PERATURAN KOMISI PEMILIFAN UMUM NOMOR (27

KOMIST PEMILITTAN UMTUM,

Menimbang : a0 bahwa untuk melaksanakan ketentuno
Undang-Undang Nomeor 2. Tahui
ketentuan menpenai evaras dan prou
keadaan khusug yang menyakibathar
Umum Kabupaten/Kota atu Ko i
Provinsi tidak  dapat merjalankan
lewnjihannya bordasorka pe st

andangan;

b, tahwa berdasarkan ketentuan Paso
Nomor 22 Tahun 2007, keifmnluan G
belum diatur dalam Kerutoson Koy i
Nomer (77 Tahun 2003 scly gaimar a
Peraturan Kamisi Pemiliban Umum Mo

c.  bahwa berdasarkan hal tersebut paca
perht menetapkan Peraturin Kon i3
tentang Perubahan Atas {epulusas
Umum Nomor 677 Talurs 2203 ten an,
Pemilihan Umnm, Komisi Fomilihay
Komisi Pemilihan Lhnem <abupa o
Telaly Dinbal donpar Perstgan 1Ko ms
Nomor 03 Tahun 2007,

AN UMUM,
TLITAN UNUM
CIDDENG AN
“ATTUN 2007

Pagal 122 ayat (3)

007, perlu dintur

Jur datam hal<hal
Komisi Pemilibhan
Pemilihan Umum
ugas, fungst doan

ran pevundane-

10 Unelanpg-Undang

ebut pada horul a
i Pemiliban Umuem

alah divbah dengon

mot 03 Tahun 2007,

curut a dan huruf b,
Pemiliban Umum

Komist Ponitihan
;. Tata Kerja Komisi
mum Crovinst, dan
Nota bebapnmana

1 Pemililinn Unnay



Mengingnt .
3.
4.
5.

Undang-Undang Nemor (200 Ton 20070 sntang Pemiliban
Umam  Anggota Dewar DPowakil oo Rokyat,  Dewan
Porwakilan Daevah, dan Dewen Perws b Rakyat Daeroh
vhun 2007 Nomor
37, Tambabhan  Lembaran Megora I publik Indonesia
Nemar 4277);

(Lembaran Nogara Republik Iadonesiv

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemiliba
Umum Presiden dan Waki! Presides - Lombaran Nopm'n
Republik Indonesia Nomoy 93 Tal o 2003, Tambahan
Lembaran Nepara Repudiix Tiddonesiz somor 4311);

Undang-Undang  Nomor 32 Tebia 2004 tenlang
Pemerintahan Dacral gebagrimana tiah divbah dengan
Undang-Undang Nomar 8 Tahun 2008 tmwhng Tenctapan
Peraturan Pemerintah Peaggnti Unci cg-Undang Nomer 3
Tahun 2005 tentang Pemuaban Vs me‘lmwg-Undmg
Nomor 3o Tahun 2000 tontang Pooaerintalan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lemba v Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Norwer 108 ! anbahan Lembaran

"

Nepara Republil. Indonesia Nomor s o),

Undang-Undang  Nomer 22 "ehan 2007 tentang
Penyelenggara  Pemilihan Umury {lembaran Negaro
Republix Indonesia Talune 2007 Momor 59, Tarsbahor
T.embaran Negara Republik Indone i Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 “ahun 2005 Tentang
Pemilihan, Pengesalan Pe~gangki by dan Peraberhentian
Kepala Dacraoh (Lemboran Negirs Republik Tadoncesia
Tahun 2005 Nomaor 220 Tambenz o Lembaran Negora
Republik Indonesin Namor 442) schagaimana diuban
dengan Peraturan Pomeintoh donor 17 Tahan 2005
teniang Porubahan Atas Peratun 1. Pemarintah Nomor 9§
Tahun 2005 Tentang, Demilthan, 7o esahan Pengangkatan
dan Pemberhentian Kevada Dacry), (Lembaran Nzr;z,;:wp
Republik Indonesia Tobn 2000 “lomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Repat Bk Ind ot sia Nomor 4401 dan
Pecaturan Nemerinta®h Republik I ¢ 0ovesia Noaor 258 lnEat.m

2007 entang Perubihnes !chim Sy Peraturan Pemerintoh

Nomor 6 Tabun 2007 Tentang Demdlihan, Pengeanbon

Tomberhnoan Kepalta Daerady,

Penpangiatan,  dan
(Lombaran Negars Repualik ind v vsia Tahon 2007 Nowor
57, Tombahon Temboiam Neor, Ropnhhk Indonesia

Nomor 4719);
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6. Keputusan Presiden Republix Indone iy Nomeor 51 T hin
At o« ota Kerin Komisi

2000 tentang Pola Orpanicasi dan 7 ota Kerjn Kom

Pemiliban Umumy;

7. Kepulusan Presiden Republik Indo vy Nomor 101/t

Tahun 2007

- - Py T W T LAy L ;
8. Keputusan Komisi Pomilihiar Umury Slomor 577 Tahun

v

2003 tentang Organisasi dan Tata Xcré

L St
Komist Pemilinan

s

Umum, Komisi Pemiliban Umwum 2 ovinsi dan Komisi
Pemilihan Umum  Kabupatm/Kotr  ¢obagajimana telah
dinbah dengan Peraturan Keinisi Periliyon Umum Nemor
03 Tahun 2007;

. - - 1 ROPNUVETECIE o JEURONCIES PO ANsTe:
Memperhatikan @ Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemifwen Umnme tanggal

7 November 2007;
MEMUTUSK AN

Menetapkan 1 PERUBAWAN ATAS KIETUTUSAN 1.0OVIST PEMILIFTAN
UMUM NOMOR 677 TAHUN 2003 TEHTANG TATA KERJA
KOMIST  PEMILTITAN  UMUM, KIATIST PEMILIITAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMIST FUMILTIIAN UMUM
KABUPATEN/ KOTA SEBAGAIMANA TELAM DIUBAH
DENGAN TERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 03 TATTUN 2007,

Pasal i
Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Unum D cwaor 677 Tahun 2003
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemi i1 Umun, Nomor 03

Tahun 2007, diubah sebagai borikot :

Pacia BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIM ditambah ketertt £1: baru menjadi Bagian
Ketiga dengan judul Wal-hal Khusus yang mergatur ltentuan yang menjadi
ketentuan Pasal 83 a, berbunyi sebagai berikut -

“Pacal 83 a

(1 Dalymy hal kead: Griimrin vy . i isi
1) o U keadaan Khursiis yengomoervakibakan boooisi Pemililim Lo
rovinse o atan Komis) Pemilils 4 ¢ i
- al: Komizi  Pemililan Uraem Kabugaien/Kota tidak dapag
mempiankon  tupasny h o ifi
) gasnya, lahapan penyaengeaman  yeilihan umomy itk

sementara di k 151 Pemilit
ara dilaksanakan oleh Komisi Pemiliban Umum s ngkat diatasaya,
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I ' ayai (1), adalah suatu
(2) Falhal keadaan khusus sebagdi ayai (1), .
engr:raan peryiban umuh tidak

keadaan yang mengakibatkan tahapan penyelengi

danat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-uncangan &r g beriaku,

mana cdimaksud Sada

3y Flal-hal keadaan khusos sebagaimann dimaksud pacda ayal 7). ndnlan bukan hai-

hal khusus yang menyongkut bencana alam, kervsuban, 51-'4_:1;(;1?»11 keamanan,
dan ataw gangeuan lainnya diselurnh atau sebagin wilaziv pemilihan umum

» k]
- yang berakibat pemilihan umum tidak dapat dilakeanakan 8:suai dengan jadwal

schagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturar Pemer ntih Nomov' 6 Tahun

2005 Jis Peraturan Pemerintal, Nomer 25 Tahon 2000
() TMal-hal keadaon khusus sehagaimana dimeksid sada ayat (3), adalah hal-hal
yang berkenaan dongan pelanggaran peraturon perundang-eadangan pemiliban
nmam oleh Komisi Pemitihan Umum Provinst a.au Komie: Temilibon Umuom
Kabupaten/Kota vang bersangkulan dengan tucas, fungsi ¢ £+ kewajibannya.
(5)  IMal-hal keadoan Khusns sebagaimana dimaksud pada ay e 4), dilaporkon oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepsda, Korves Pemilihan Umom
Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Provirsi kepi ¢ Komisi Pemilihan
Umum paling fambot 30 {tiga puluh) hari seielah ierjadi | rl-aai keadaan khusus

torsebol,

(6} Apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupateny Kota axr Komisi Pemiliban
Umum Provinsi sengajo tidak melaporkan bovk paan Far-hal keadaan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (7)) densaten tidal  mengindabkan saron

dan/atau pertimbangan dan/atav perintah XKerisi Pemili 100 Umum ataw Konuisi

Pemitiban Umam Provinsi, Komisi Pemii han Smum v Komist Pamilihan

Umum Provinsi dapat melaksanakan talopan permilihan o m unfok sementars

berdasarkan laporan masyarakat, Dewan Perwalilan Ra et Dacrah, Gubernur,

Bupali/Walikota, alauw  pihak  Joainnys yang beclwitan orat dengan

penyelenggaraan  pemilihan umum, seteiabh  terlebit fahulu mengadakon

Klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Unum Frovinsi alzu Komist Pemilihan

Umum Kabupaten/Xota.

Komisi Pemilihon Umum atau Komist Pemilihan Jooum Provinsi  dalam

melaksanakan ahapan pemiliban umum unaok Kevisd Pemiliban Umum
Provinsi atan Komisi Pemiliban Umum Kabupalen/Kot. @ bagaimana dimaksud
pada ayat (6) bersifat sementara, yaitu terbars pada soou tahapan pemiliban
umum atau lebih dengan tetap memperhatikan adwal * 1k tahapan pemilihan

uvmum.
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Peraturan ini mul

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Flukum

W.S. Santoso

FLTRIKAR NI P RIAH I AT A A 0 TAVUN ;% da

MR,

-5.

Pasal J1 5

ai berlaku pada ranggal ditetapkan,

Ditetanican di Jakar o

paca tang ral 8 N e aber 2007
KETU A,
Trd

Prof. Dr. H.A. BAFIZ AMSTIARY AZ, MLA.



